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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXKXKX XXX KX XXX KX XX XKXXXXKXXXXXX,  umur

30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA,
Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan
Bonoran, Kelurahan Panta’nakan Lolo, Kecamatan

Kesu’, Kabupaten Toraja Utara, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir
SLTP, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun
Dengen, Kelurahan Salu Dewata, Kecamatan

Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2021
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Makale dengan Register Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.MKI
tanggal 29 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan
Tergugat pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 di hadapan Pejabat
PPN KUA Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor: 262 / 17 / XI / 2011 tanggal 18 November 2011;
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2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

kontrakan di Pare-Pare selama kurang lebih 1 (satu) lalu pindah ke Papua
selama 5 (lima) tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua
Penggugat di Lingkungan Bonoran, Kelurahan Panta’nakan Lolo,
Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara selama kurang lebih 1 (satu)
tahun;

3.
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana

layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya

telah dikaruniai seorang anak yang bernama || GczNINININGEGEG

I -hir pada tanggal, 15 April 2012;
Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4.
Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
didamaikan sejak tahun 2018 sampai sekarang;

5.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2019;
6.

Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut

adalah karena:
1. Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat dalam beribadah,
dimana Penggugat sebagai muallaf sangat membutuhkan pendidikan
agama dari Tergugat;
2. Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat sehingga
Tergugat menyuruh Penggugat untuk menikah lagi;
3. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya sejak bulan
Juni 2019 sampai sekarang;
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7.

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak

bulan Juni 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun,
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / pisah ranjang
karena Penggugat pergi meninggalkan Penggugat, saat ini Penggugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Bonoran,
Kelurahan Panta’nakan Lolo, Kecamatan Kesu’, Kabupaten Toraja Utara
dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun
Dengen, Kelurahan Salu Dewata, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten
Enrekang;

8.
Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun,

maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana
mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban
sebagai suami terhadap Penggugat;

9.
Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara
dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
10.

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan
lagi karena perselisihan dan Pertengkaran secara Terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
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2. Menjatuhkan Talak satu ba’in shugra Tergugat
(OOXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat

(XXXOXXKXHXXXHXXKXKXXXXKXKXKX XXX XXKXXXXXXKXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan
Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan
patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu
halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan
maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian
dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 262 / 17 / Xl / 2011 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Pare-
Pare, tanggal 18 November 2011, bermeterai cukup dan telah
dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (P);

B. Saksi:

1 . umur 74 tahun, Agama Kristen,

pendidikan SLTP, pekerjaan penjual campuran, tempat tinggal di
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Lingkungan Batan Panga, Kelurahan Batan, Kecamatan Kesu,
Kabupaten Toraja Utara,, Dibawah sumpahnya menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Paman kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kontrakan di Pare-Pare selama kurang lebih 1 (satu) lalu pindah ke
Papua selama 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal di rumah orang
tua Penggugat di Lingkungan Bonoran, Kelurahan Panta’nakan
Lolo, Kecamatan Kesu’, selama kurang lebih setahun Kabupaten
Toraja Utara sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis hamun sejak tahun 2018 mulai tidak
harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat, namun selama keduanya tinggal di rumah orang tua
Penggugat saksi sering melihat percekcokan antara keduanya;
- Bahwa saksi mengenal kedua perempuan tersebut karena masih
satu kampung dengan saksi;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat, dan tidak pernah kembali hingga sekarang atau
mengirim nafkah untuk Penggugat dan sesekali mengirim uang
untuk anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi dan keluarga besar pernah menasehati agar
Penggugat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. ' 71 tahun, Agama Kristen,
pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan
Bonoran, Kelurahan Pantanakan, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja
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Utara. Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kontrakan di Pare-Pare selama kurang lebih 1 (satu) lalu pindah ke
Papua selama 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal di rumah orang
tua Penggugat di Lingkungan Bonoran, Kelurahan Panta’nakan
Lolo, Kecamatan Kesu’, selama kurang lebih setahun Kabupaten
Toraja Utara sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis hamun sejak tahun 2018 mulai tidak
harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat, namun selama keduanya tinggal di rumah saksi,
saksi sering melihat percekcokan antara keduanya;
- Bahwa saksi mengenal kedua perempuan tersebut karena masih
satu kampung dengan saksi;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat, dan tidak pernah kembali hingga sekarang atau
mengirim nafkah untuk Penggugat dan sesekali mengirim uang
untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga besar pernah menasehati agar
Penggugat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara
Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Pare-
Pare dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 262 / 17 / Xl / 2011 tanggal 18
November 2011 dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat
memiliki legal standing untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara a quo merupakan
gugatan perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya
pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan
Penggugat dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan
Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan
demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal
143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam
persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak
bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Tergugat
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tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan

Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti
telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri
pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang
perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat
harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat
tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti
sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti (P)
serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, telah dinazegelen dan bermeterai
cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai
pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara

Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi | dan saksi Il
Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan
atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling
bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg,
sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena
itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang

mempunyai nilai kekuatan pembuktian;
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti surat dan saksi
Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang

kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan
memiliki 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat
tidak pernah membimbing Penggugat dan sejak bulan Juni tahun 2019
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga
sekarang atau mengirim nafkah;

3. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah
terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan
dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah
tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti
menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan
perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang
sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga
menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka
perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fighiyah dalam kitab al-Asybah
wan-Nadzoir fil-Furu’ halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat
Majelis Hakim, yang berbunyi:

lasilads Ho I3l awlaaldl &5
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Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh

kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula antara Penggugat
dan Tergugat sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019
hingga sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri
yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup
rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan
telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang bahwa dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 yang

berbunyi:
] 18 Lol ST a8misl 63 o850 315 Ol sl §es
= o =0 _® 2 —O_ |- —~
V) : g JI0 455 55 8350 oS50 J255

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya
masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah
tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut
akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani
rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat
dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah
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dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasai Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan kenyataan di atas
patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa
sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga,
maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah
terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat
(isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam
Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat

dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini mengenai sengketa di bidang
perkawinan yang biayanya sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat
(OOXXXXXXXXXXXXXXXXKX) terhadap Penggugat
(DOOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp415.500,- (empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 Masehi,
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bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Mushlih,
S.H.l., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasrudin Romli, S.H.l., M.H., dan Muhamad
Hafid, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis dibantu oleh Herawati, S.E.l. sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.l., M.H.,
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Nasrudin Romli, S.HI.,M.H. Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Herawatui, S.E.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan Rp.  295.500,-

4. PNBP biaya Panggilan Rp. 20.000,-

5. Redaksi : Rp. 10.000,-

6. Meterai Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 415.500,-

(empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)
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